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JANGAN JADIKAN WILAYAH DAN MASYARAKAT SEBAGAI SUMBER PEMASUKAN 

ANGGARAN, TETAPI MEMBANGUN DAN MEMPERHATIKAN MASYARAKAT 

JANGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN PRIBADI TETAPI PERHATIKAN 

KEPENTINGAN MASYARAKAT 

“JANGAN PERNAH MENYERAH SEBELUM MENCOBAH” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

PERSEMBAHAN 

 

Hasil penulisan Skripsi ini saya persembahakan kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu ada dalam hidupku dan mengubahkan hidupku 

sehingga membuat saya sangat bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan karena 

hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan, pertimbangan, nasihat dan ada teguran. 

2. Brother and sister yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam Kebenaran 

Tuhan. 

3. Orang tua yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa demi 

terselesainya penulisan hukum ini. 

4. Dan kepada seluruh teman-teman, saudara-saudaraku, semuannya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

KATA PENGANTAR 

Penuh semangat dan kerendahan hati, saya menyampaikan Terima Kasih kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas Anugrah dan berkat perlindungannya yang melimpah sepanjang hidup saya. 

Penulisan hukum/skripsi  ini dipergunakan sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan gelar 

jenjang strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Saya menyadari bahwa selama penulisan ini dilakukan banyak pihak yang telah 

mendukung secara moril maupun materil karena topik kajiannya menarik mengenai peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat di Kabupaten Mimika. Ini dapat bermanfaat 

bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya dan Ilmu hukum pada khususnya. 

Dalam penulisan hukum ini, tentunya tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh penulis. 

Akan tetapi semua kendala tersebut menjadi tidak berarti bagi penulis karena dalam 

menyelesaikan penulisan/skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dan dorongan baik moril 

maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa Terima Kasih kepada :  

1. Dr. G. Sri Nurhartanto,SH. L.LM selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan 

hukum/skripsi ini, yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan 

bimbingan, nasihat, dan saran-saran dalam penulisan hukum/skripsi ini serta selalu 

memberikan yang terbaik demi terselesainnya penulisan hukum penulis. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bimbingan dan 

didikan yang telah diberikan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. 

5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. 

6. Seluruh Staf dan Karyawan Laboratorium Hukum dan Perpustakaan Fakultas Hukum 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

 

 



vii 
 

7. Bapak dan Ibu tercinta di Papua, walaupun kita tidak pernah bertemu tetapi Doa, harapan, 

motivasi, nasihat dan kesabaran itu selalu memberikan dukungan sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan hukum ini. ` 

8. Kakakku Markus Welerubun yang selalu memberikan dukungan,  motivasi serta nasehat 

dan saran-saran” Kris ingat tujuan datang ke Jawa untuk sekolah jadi sekolah yang benar, 

membawa pengaruh buat orang lain, disiplin waktu, mandiri, hemat, ikut organisasi dan 

refresing dengan bermain sepak bola”. 

9. Kakaku Maria Welerubun yang selalu memberikan motivasi dan semangat serta dukungan, 

“Ingat Kris jangan melupakan Tuhan dalam melakukan aktivitas, selamat berjuang”. 

10. Om Hengki Tekege yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dan dukungan. 

11. Sahabat-sahabatku : Fransisco Wiama, Maksi Tokio, Tadius Bihe, Simon Tekma, Nataniel 

Beteob, dan Robertus Tingge atas semangat, dan dukungannya, semoga persahabatan kita 

akan tetap bertahan selamanya. 

12. Teman-teman KKN 67, Kelompok 2 Sanggrahan : Niko, Diki, Frengki, Sandra, Monika, 

dan Anggreeta, kenangan bersama kalian saat KKN tidak akan terlupakan. 

13. Seluru teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungan dan 

bantuan yang diberikan. 

14. Brother and  sister OMK Distrik Jita yang selalu memberikan semangat, dorongan, 

motivasi serta menguatkan saya dalam pengenalan akan Kebenaran Yesus Kristus. 

15. Seluruh teman-teman dan keluarga besar Unversitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua 

dukungan dan bantuan yang diberikan. 

16. Semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang ikut terlibat 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. 

Akhir kata, penulis berharap penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas Hukum Universitas atma Jaya 

Yogyakarta pada khususnya. 

 

Yogyakarta 19  Oktober 2015                                          

 

Kristian Welerubun 

 

 



viii 
 

ABSTRACT 
 

This research is motivated by the problem: How to improve the welfare of the 

people in the province of Papua, especially people in Mimika, What constraints 

increased prosperity in the province of Papua, especially people in Mimika, How to 

efforts to overcome the obstacles to increased prosperity in the province of Papua, 

especially community in Mimika. Indigenous people of Papua Special Autonomy 

since dikeluarkanya budget has yet to enjoy a sense of well-being, this happens 

because anggaan Autonomy used by the provincial government and Mimika for the 

welfare of his family alone. Therefore, the budget granted Special Autonomy should 

be supervised realization by an authorized institution created by the central 

government in order to improve the welfare of the community and society Se 

Timika-Papua. 

The purpose of this research is to know and analyze the process of improving the 

welfare of people in the province of Papua, especially people in Mimika, identify 

and analyze the constraints in improving the welfare of the people in the province of 

Papua, especially people in Mimika, identify and analyze the effort to overcome the 

constraints increase in social welfare in the province of Papua, especially people in 

Mimika. 

This research uses normative research methods. Subjects were Timika Peoples, 

held in the second semester of the school year 2015-2016 in January 2015 till 

September 2016. Data collection techniques are interviewed speakers and books on 

Special Autonomy. 

 

Keywords: improvement, Welfare, Community and Special Autonomy 
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